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No. 3008

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 25/5 — 1999 No. 42.

Pengumuman dalam Berita-Negara R L. sesuai dengan ketentuan Pasal 22
ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun ‘1995 tentang Perseroan Terbaias. .

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-8227.HT.01 .01.Th.99 .

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Menimbang

"

Surat Permohonan' tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 1/V/
NSHJ/99 dari Saudara Notaris- Sonny Hidayat Julistyo,
SH., yang kami terima tanggal 5 Mei 1999; ‘

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.35-317
tanggal 14 April 1999 Tentang Pengesahan Peraturan
Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999
tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan
Daerah Jawa:Timur dari Perusahaan Daerah menjadi

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur;

. Peraturan Daerah Propm31 ngkat I Jawa Timur Nomor 1

Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah
menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999;

. Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian

Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat
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Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

- KEDUA -

dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangs >
undangan yang berlaku sehingga tidak ada keber
untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroa

PERSEROAN TERBATAS

yang dimaksud.

: 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas;’

MEMUTUSKAN:

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas : PT.Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur disingkat PT. Bank Jatim
NPWP. 1.110.116.9-611, berkedudukan di Surabaya, sesuai
dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 3 Mei 1999
yang dibuat oleh Notaris Raden Sonny Hidayat Julistyo, SH.,
berkedudukan di Surabaya.

Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1999

An MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pelaksana Harian,

NY. MADE KAMINI, SH
NIP. 040026646

o]
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PERSEROAN TERBATAS

Tembusan kepada _

1. Yth. Direksi Bank Indonesia
d/a. JI. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA.

2. Yth. Direktur Perbankan
dan Usaha Jasa Pembiayaan
Dit. Jen. Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan R.1.
d/a. J1. Dr.- Wahidin No.I
JAKARTA.

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP, 13011811628 di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kab/Kodya SURABAYA Nomor 1282/BH.13.01/MEL/1999,

Kakandep Perindag Kodya SBY
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Pérusahaan
Dati Il SURABAYA

Drs. SUHARTOJO
NIP. 070011995
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PERSEROAN TERBATAS

DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN

(Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No. 1/1995)

Nama Perseroan

Tempat Kedudukan Perseroan

NPWP Perseroan :

a. Nomor

b. Kantor Pelayanan Pajak
yang mengeluarkan

a. Status Perseroan

Jenis Perseroan

a. Akta Pendirian
Tanggal dan Nomor akta

g

Nama dan Tempat kedudukan

Notaris

Para Pendiri 'p@'rsgr Oan ] .
6.1. 7

6.2.

PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR Dengan
Singkatan PT. BANK JATIM.

Surabaya.
1.110.116.9-611.

Surabaya-Genteng.
Tertutup.
Usaha Khusus perbankan.

1 Mei 1999, nomor : 1.

R. SONNY HIDAYAT JULISTYQ,
SH., Jalan Kalimantan nomor 6,
Surabaya.- '

DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA TIMUR, yang diwakili oleh
Tuan IMAM UTOMO SUPARNO
dalam jabatannya sebagai GUBER-
NUR KEPALA DAERAH TINGKAT
1 PROPINSI JAWA TIMUR.

DAERAH TINGKAT II KOTA-
MADYA SURABAYA yang
diwakili oleh Tuan Sunarto
Sumoprawiro dalam jabatannya
sebagai WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT
IIKOTAMADYA SURABAYA.
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63,

6.4.

6.5.

. 67

oleh: Tuan SUJITNO dalam
jabatannya- sebagai WALIKOTA-
MADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I KOTAMADYA
MALANG.

: . DAERAH TINGKAT II KOTA-

MADYA MADIUN yang diwakili
oleh Tuan Doktorandus BAMBANG
PAMOEDIJO, dalam jabatannya
sebagai WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA MADIUN.

DAERAH TINGKAT II KOTA-
MADYA MOIJOKERTO yang
diwakili oleh Tuan Haji TEGOEH
SOEJO dalam jabatannya sebagai

‘WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II KOTA-
MADY A MOJOKERTO.

DAERAH TINGKAT II' KOTA-
MADYA KEDIRI yang diwakili
oleh Tuan Doktorandus H. A
MASCHUT dalam jabatannya
sebagai WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT I
KOTAMADYA KEDIRL

DAERAH TINGKAT II KOTA-
MADYA PROBOLINGGO yang
diwakili oleh Tuan Doktorandus

BANADI EKO dalam jabatannya .

sebagai WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA PROBOLINGGO.
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6.8,

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

PERSEROAN TERBATAS

DAERAH TINGKAT IINROTEA
MADYA BLITAR yang divwaki
oleh Tuan Haji ISTIJONO
SUNARTO, Sarjana Hukum dalam
jabatannya sebagai WALIKOTA-
MADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOTAMADYA
BLITAR.

DAERAH TINGKAT II KOTA-
MADYA PASURUAN yang di-
wakili oleh Tuan Haji AMBJAH
Sarjana Hukum, dalam jabatannya

- sebagai WALIKOTAMADYA

KEPAL A DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA PASURUAN.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN GRESIK yang diwakilinya
oleh Haji SOEWARSO, Sarjana
Sosial dalam jabatannya sebagai
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT I KABUPATEN GRESIK.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN MALANG yang di-
wakilinya oleh MUHAMMAD SAID
dalam jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN MALANG.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN MOJOKERTO yang
diwakilinya oleh Haji MACHMOED
IBNOE ZAIN, Sarjana Hukum,
Magister Sain dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN
MOJOKERTO.




6.13. .

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

PERSEROAN TERBATAS

oleh DJUNAIDI MAHENDRA,
Sarjana Hukum dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 KABUPATEN
MADIUN.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN KEDIRI yang diwakilinya
oleh Haji SUPARYADI, Sarjana
Iimu Pendidikan dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN
KEDIRI.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN PROBOLINGGO yang
diwakilinya oleh MURHADI dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN PROBOLINGGO.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BLITAR yang diwakilinya
oleh BAMBANG SUKOTJO dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN BLITAR.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN PASURUAN yang
diwakilinya oleh DADE ANGGAH,
Sarjana Ilmu Pendidikan dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN PASURUAN.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BOJONEGORO yang
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6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

BUPATI KEPALLA DAERAH TING
KAT I KABUPATEN BOJONEGORO.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN MAGETAN yang diwakili-
nya oleh Dokterandus SOENARTO
dalam jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN MAGETAN.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN TULUNGAGUNG yang
diwakilinya.oleh Doktorandus Haji
ACHMAD BOEDI SOESETYO
dalam jabatannya sebagai BUPATI
KEPALLA DAERAH TINGKAT 1I
KABUPATEN TULUNGAGUNG.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN TRENGGALEK yang di-
wakilinya oleh Doktorandus
ERNOMO dalam jabatannya sebagai
BUPATI KEPALLA DAERAH TING-
KAT Il KABUPATEN TRENGGALEK.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN PACITAN yang diwakili-:
nya oleh SUTJIPTO dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN PACITAN,
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN LAMONGAN yang di-
wakilinya oleh Raden MOHAMAD
FARIED, Sarjana Hukum, dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN LAMONGAN,
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624,

6.25.

6.26.

6.27.-

6.28.

6.29.

PERSEROAN TERBATAS

10

wakilinya oleh Doktor Haji M.

MARKUM SINGODIMEDIJO, Ma-
gister Managemen, Phd dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN PONOROGO.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BANYUWANGI yang di-
wakilinya oleh Haji TURYONO
PURNOM SIDIK dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALLA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN
BANYUWANGI. ‘

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN TUBAN yang diwakilinya
oleh Haji HINDARTO dalam jaba-
tannya sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN TUBAN.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN JEMBER yang diwakilinya
oleh Haji WINARNO dalam jabatan-
nya sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN JEMBER.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN NGAWI yang diwakilinya
oleh SUBAGYO SW dalam jabata-
nnya sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT [I KABU-
PATEN NGAWI.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN JOMBANG yang diwakili-
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6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

PERSEROAN TERBATAS

nya oleh Doktorandus 4 RN 04
dalam jabatannya sebagai BYJRA
KEPALA DAERAH TINGKAT I

KABUPATEN JOMBANG.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BONDOWOSO yang di-
wakilinya oleh Doktorandus Haji
MASHOED, Magister Sain dalam .
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN BONDOWOSO.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN LUMAJANG yang di-
wakilinya oleh Doktorandus
ACHMAD FAUZI dalam jabatan-
nya sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TING-KAT II KABU-
PATEN LUMAJANG.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SIDOARIJQ yvang diwakili-
nya oleh Haji SOEDJITO dalam

jabatannya sebagai BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABU-PATEN SIDOARJO.

DAERAH TINGKAT II KABU-

- PATEN SITUBONDO yang
diwakilinya oleh  Raden

11

SUDARJANTO dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT 1I KABUPATEN
SITUBONDO.

DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN NGANJUK yang di-
wakilinya oleh Doktorandus

'SOETRISNO R dalam jabatannya




e

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

Perseroan didirikan

Maksud dan tujuan Perseroan

. Kegiatan Usaha Perseroan

PERSEROAN TERBATAS
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TINGKAT 1II
NGANIJUK.
DAERAH TINGKAT 11 KABU-
PATEN PAMEKASAN yang
diwakilinya oleh Doktorandus Haji
DWIATMO HADIYANTO dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN PAMEKASAN.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SUMENEP yang di-
wakilinya oleh Haji SOEKARNO
MARSAID, Magister Sain dalam
jabatannya sebagai BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN SUMENEP.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BANGKAL AN yang di-
wakilinya oleh Insinyur MOHAM-
MAD FATAH dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN BANGKALAN.
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SAMPANG yang di-
wakilinya oleh Haji FADHILAH
BUDIONO dalam jabatannya
sebagai BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II KABU-
PATEN SAMPANG.
Dengan jangka waktu tidak
terbatas. :
Berusaha dibidang Perbankan.
a. Menghimpun dana dari masya-
rakat dalam bentuk simpanan

R o®®®B®M®®RO®®O®®®®®®®O DD DD D
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dan/atau bentuk lain yang
samakan dengan itu.

. Memberi kredit;
. Menerbitkan surat pengakuan

hutang;

. Membeli, menjual atau menja-

min atas resiko sendiri maupun
untuk kepentingan dan atas

- perintah nasabahnya :

1. Surat-surat wesel termasuk
wesel yang diakseptasi oleh
Bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari pada
kebiasaan dalam perdagang-
an surat-surat dimaksud;

2. Surat pengakuan hutang dan
kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih
lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat dimaksud;

3. Kertas perbendaharaan negara
dan surat jaminan pemerm—
tah;

4. Sempikat Bank Indonesia

(SBI); |

Obligasi;

6. Surat Dagang- bex]angka waktu
1 (satu) tahun;

o

| 7. Instrumen surat berharga lam

yang berjangka waktu sampati
dengan 1 (satu) tahun;

. Memindahkan uang baik untuk

kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah;
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Jamkan dana kepada Bank laif bal
dengan menggunakan surat, sarana,
telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk cek atau sarana iain,

. Menerima pembayaran dari tagih-

an atau surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan
atau antar pihak ketiga,

. Menyediakan tempat untuk

menyimpan barang dan surat
berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan

untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari

nasabah kepada masalah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang
tidak tercatat dibursa efek;

. Bank Umum dapat membeli

sebagian atau seluruh agunan,
baik melalui pelelangan maupun
diluar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukareia cleh
pemilik agunan atau berdasarkan
kuasa untuk menjual diluar
lelang dari pemilik agunan
dalam hal nasabah debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada
Bank, dengan ketentuan agunan
yang dibeli tersebut wajib segera
dicairkan secepamya.

. Melakukan kegiatan anjak pi-

utang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat;

NWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWﬁ»wmwr%mmwm
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Bank Devisa dengan memenuhl
ketentuan yang ditetapkan oleh
yang berwenang;

. Melakukan kegiatan penyertaan

modal pada Bank atau peru-
sahaan lain dibidang keuangan
seperti sewa guna usaha, modat
ventura perusahaan efek asuransi
serta lembaga kliring penye-
lesaian dan penyimpanan dengan
memenuhi ketentuan yang di-
tetapkan yang berwenang;

. Melakukan kegiatan penyertaan
- modal sementara untuk meng-

atasi akibat kegagalan kredit,
dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya dengan

- memenuhi ketentuan yang di-

tetapkan oleh yany berwenang;

. Bertindak sebagai pendiri dana

pensiun sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan dana pensiun
yang berlakuy;

. Membantu Pemerintah Daerah |

dalam membina KURK (Kredit

- Usaha Rakyat Kecil) BPR (Bank

Perkreditan Rakyat) milik Peme- -
rintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur dan Pemerintah
Kabu-paten/Kotamadya Daerah-
Tingkat II;

. Melakukan kegiatan lain yang

lazim dilakukan oleh Bank
sepanjang tidak bertentangan
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10. a. Modal Dasar Perseroan
sebesar

b. Modal yang telah
ditempatkan sebesar

¢. Modal yang telah disetor
sebesar

11. Saham :
a. Jumlah saham

b. Hak-hak yang melekat

16

Rp. 300.000.000.000,— (tigaratus
Milyard rupiah).

Rp. 90.208.000.000,— (sembilan-
puluh Milyard dua ratus delapan
juta rupiah).

Rp. 90.208.000.000,— (sembilan
puluh Milyard dua ratus delapan
juta rupiah).

Dilakukan dengan pemasukan in-
breng seluruh aktiva dan passiva dari
PD. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur sesuai dengan Neraca sampai
dengan tanggal tiga puluh satu Maret
seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan (31-03-1999).

300.000 (tigaratus ribu) saham

dengan klasifikasi yaitu :

153.000 (seratus limapuluh tiga

ribu) saham seri A;

147.000 (seratus empat puluh

tujuh) saham seri B;

Pemegang saham seri A mempunyai

hak : i

a. Menerima dividen didahulukan
dari pemegang sazham seri B;

b. Dapat menukarkan saham de-
ngan saham seri B;

c. Menerima sisa kekayaan hasil
likuidasi didabulukan dari pada
pemegang sabam B

wwmwm;‘rwmwwmmwmwmmwwwmm{m@ma‘mwmmmmmmm
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d. Memiliki hak suara kht
dalain mengajukan usul penca-
lonan anggota Direcksi dan
Komisaris Perscroan;

Pemegang saham scri B mem-
punyai hak;

a. Menerima dev1den

b. Menenima sisa kekayaan ddlam

AT proses likuidasi;
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c. Nilai nominal setiap saham Rp. 1.000.000,-
12. Pemegang Saham »
NAMA PEMEGANG | JUMLAH |  NILAI JUMLAH
SAHAM SAHAM | NOMINAL | YANG DISETOR
YANG SAHAM
DIAMBIL
DT.I PROPINSI 59.199 |Rp.1.000.000,~| Rp. 59.199.000.000,-
| JAWA TIMUR | | |
DT. 1 KOTAMADYA 7.845 | Rp.1.000.000,-|Rp. 7.845.000.000,-
SURABAYA | - L an g e g
DT. I KOTAMADYA 1937  |Rp.1.000.000,—| Rp. 937.000.000,-
DT. 1 KOTAMADYA 362 |Rp.1.000.000,-| Rp. 362.000.000,-
DT: I KOTAMADYA 160  |Rp.1.000.000,~| Rp. 160.000.000,-
MUSUKER LU | | SE _,
DT. I KOTAMADYA 327 |Rp.1.000.000,-| Rp. 327.000.000,- |-
KEDIRI | L
DT. I KOTAMADYA 264 |Rp.1.000.000,-| Rp. 264.000.000,~
PROBOLINGGO - R .
DT. 1 KOTAMADYA 170 |Rp.1.000.000,-| Rp. 170.000.000,-
BLITAR | .
DT.I1 KOTAMADYA 191 |Rp.1.000.000-| Rp. 191.000.000,-
PASURUAN
17
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- NAMAPEMEGANG | JUMLAH NILAI
| SAHAM SAHAM | NOMINAL | YANGDISETOR
YANG SAHAM - |
DIAMBIL | 3l
DT. Il KABUPATEN " T19° © |Rp.1.000.0004 [ Rp.  719.000.000,-
- GRESIK | cd ) B ~
DT. Il KABUPATEN. 1070 [Rp.1.000:000,~ | Rpl.070.000.000.~
DT. I KABUPATEN 657 |Rp.1.000.000,~|Rp. 657.000.000,-
DT. 0 KABUPATEN 411 |{Rp.1.000.000,-| Rp. 411.000.000,-
DT. I KABUPATEN '1.057  {Rp.1.000.000,-| Rp. 1.057.000.000,-
DT. 1 KABUPATEN 714 |Rp.1.000.000,~| Rp. 714.000.000,- |
PROBOLINGGO - . Ao NS SN i :
DT. H KABUPATEN 655  |Rp.1.000.000,-|Rp. 655.000.000,~
BLITAR : N IR A
| DT. 11 KABUPATEN 1082 [Rp.1.000.000.~ | Rp. 1.082.000.000,~
PASURUAN - TPRch
DT.I KABUPATEN = | 425. |Rp.1.000.000—~| Rp. 425.000.000,~
BOJONEGORO |
DT. 1 KABUPATEN 329  |Rp.1.000.000,~| Rp. 329.000.000,-
MAGETAN . |
DT. 1 KABUPATEN 668  |Rp.1.000.000,~| Rp. 668.000.000,~
TULUNGAGUNG
DT. I KABUPATEN 379 Rp. 1.000.000,-| Rp. 379.000.000,-
TRENGGALEK |
DT. 1 KABUPATEN 322 [Rp.1.000.000,-| Rp. 322.000.000,-
PACITAN .
DT. 1 KABUPATEN 475 |Rp.1.000.000,-| Rp. 475.000.000,~
LAMONGAN ;
DT. 1 KABUPATEN 462 |Rp.1.000.000,~| Rp. 462.000.000,~
PONOROGO
18
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NAMAPEMEGANG | JUMLAH NILAI
SAHAM SAHAM | NOMINAL
YANG SAHAM
DIAMBIL
DT. 1 KABUPATEN 1408 |Rp.1.000.000,~| Rp. 1.408.000.000,~
BANYUWANGL
DT. I KABUPATEN 589  |Rp.1.000.000,~| Rp. 589.000.000,~
TUBAN
DT.  KABUPATEN 2.100 |Rp.1.000.000,~| Rp. 2.100.000.000,~
JEMBER
DT.  KABUPATEN 539 |Rp.1.000.000,-| Rp. 539.000.000,-
NGAWI 3k
DT. 1 KABUPATEN 417 {Rp.1.000.000,~| Rp. 417.000.000,- |
JOMBANG | |
DT. I KABUPATEN 194 |Rp.1.000.000,~| Rp. 194.000.000,~
BONDOWOSO | | }
DT. Il KABUPATEN 620 - |Rp.1.000.000,~| Rp. 620.000.000,~ |
LUMAJANG |
DT.  KABUPATEN 2.301 |Rp.1.000.000,-| Rp.2.361.000.000,~
SIDOARJO | S T
DT.  KABUPATEN 569  |Rp.1.000.000~| Rp. 569.000.000,~ |
SITUBONDO Fpe® |
DT. Il KABUPATEN 845  |Rp.1.000.000~| Rp. 845.000.000,~
NGANJUK 1 - SRRl
DT. 1 KABUPATEN 416  |Rp.1.000.000,~| Rp. 416.000.000,~
PAMEKASAN S A B
DT. I KABUPATEN 424 |Rp.1.000.000~| Rp. 424.000.000,—
SUMENEP
DT. Il KABUPATEN 447  |Rp.1.000.000~| Rp. 447.000.000,~
BANGKALAN |
DT. I KABUPATEN 459  |Rp.1.000.000~| Rp. 459.000.000,- |
SAMPANG | -
19
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13. - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Jangka waktu pemanggilan RUPS

— Cara pemanggilan RUPS -

— Tempat RUPS

- PERSEROAN TERBATAS

tanggal rapat.
Surat tercatat dan dapat di-

tambah dengan melalui dua (2)
buah surat kabar harian.

Ditempat kedudukan perseroan
atau tempat perseroan mela-

kukan kegiatan usaha.

14, Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan :
RapatUmum Korum Keputusan
Pemegang Saham
a. RUPS

RUPS 1 lebihdari 1/2 (satuperdua) | semuakeputusan diambil
{ bagiandari jumlah seluruh | berdasarkan musyawarah
sahamdengan hak suara | untuk mufakat, Dalamhal
yang telah dikeluarkan|keputusan berdasarkan
perseroan. musyawarah untuk mufa-
kat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan
pemungutansuara berda-
sarkan suara yang dikeluar-

kan dalamrapat.
RUPS2 sedikitnya 1/3 (satupertiga) | semuakeputusan diambil
: bagian darijumlahseluruh | berdasarkan musyawarah
saham dengan hak suara | untuk mufakat, Dalamhal
yangsah. - keputusan berdasarkan
' musyawarah untuk mufa-
kat tidak. tercapai, maka
keputusandiambil dengan
pemunguian suaraberdasar-

kan suara setuju terbanyak
dari jumlah suara vang
dikeluarkan dalamrapat.
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RapatUmum
Pemegang Saham

Korum

b. RUPS untuk pengubah-

ananggaran dasar ,

RUPS 1 paling sedikit 2/3 (duaper | paling sedikit 2/3 (duaper|
tiga) bagian dari jumlah{ tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah | suaratersebut.
dikeluarkan yang mem-
punyai hak suara yang
sah.

RUPS 2 paling sedikit2/3 (duaper | lebihdari 1/2 (satu perdua) |
tiga) bagian dari jumlah| bagian dari jumlah suara
seluruh saham yang telah | tersebut,
dikeluarkan yang mem-
punyai hak suara yangsah.

¢. RUPSUntuk:

mengalihkan/melepas-

kan/menjaminkan seba-

gianbesaratauseluruh | | |

kekayaanperseroan; | 3/4 (iga per empat) dari | 3/4 (tiga per empat) dari |
jumlah seluruh saham | jumlahseluruhsuarayang
denganhaksvarayangsah. | dikeluarkan secara sah

| . | dalamrapat.

Penggabungan/Pele-

buran/Pengambil- S | . L

alihan; paling sedikit3/4 (tigaper | paling sedikit3/4 (tigaper
empat)bagian darijumlah empax)bagxanjurrﬂahsuara
seluruhsahamdengan hak tersebut.

suarz yaug sah.
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RapatUmum Korum
Pemegang Saham

* Pembubaran Perseroan, | Paling sedikit3/4 (tigaper| paling sedikit3/4 (tigaper
empat) bagiandari jumlah| empat)bagian darijumlah
seluruhsahamdenganhak | suaratersebut.

suara yang sah.
15. Direksi dan Komisaris
DIREKSI
a. Tata cara pencalonan |
Direksi | . Warga Negara Indonesia yang

memenuhi peraturan per-
undangan yang beriaku.

b. Anggota Direksi diangkat oleh

RUPS untuk jangka waktu . empat (4) tahun.
¢. Jumlah anggota Direksi '
- dengan susunan : 3 (tiga) orang.
1 (satu) orang Direktur Utama,
1 (sat) orang Direknar Pemasaran,

i (satu) orang Direktur {Ufmum.
¢.l. Direktur Utama

Nama lengkap : Tuan Dokterandus Haj:
SJIAMSOEL ARIFIEN, Sarjanz
Hukum,

Status/Pekerjaan :  Pegawai BUMD. -

Tempat dan Tanggal ahir . Sumenep, 4 Mei 1943,

Alamat Jelas o lalan Mafgorej@ indah A .

328, Rokun Telangga U
Pulun Warga 908, Keluraso
Margorejo, Kecamatan Vo
molo. Suzabava.
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Kewarganegaraan .
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

c¢.2. Direktur Umum
Nama lengkap

Status/Pekexjaan
Tempat dan Tanggal lahir
Alamat Jelas

Kewarganegaraan
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

c.3. Direktur Pemasaran
Nama lengkap

Status/Pekerjaan
Tempat dan Tanggal lahlr
Alamat Jelas

Kewarganegaraan
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

d. Rapat Direksi

Korum rapat

Indonesia.

12.6604.040543.0003.

Tuan Doktorandus ACHMAD
NUR CHASAN. '
Pegawai BUMD.

Lamongan, 28 Oktober 1950.
Jalan Sutorejo Timur nomor 42
Blok ZZ, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 008, Kelurahan
Dukuh Sutorejo, Kecamatan
Wonocolo Surabaya
Indonesia.

: 12.5622.281050.0001.

Tuan Doktorandus AGUS

'SULAKSONO Master Business

Admmlstranon
Pega_wax BUMD.
Kediri, 7 Januari 1953.

: Jalan Bangun Jaya Blok K/I,

Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 010, Kelurahan Duren
Sawit, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta.
Indonesia.

. 09.5407. 070153 0260 |

: mengxkat apabxla lebih dari 1/2
~ (satu per dua) dari jumlah

anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat. :
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Kepuiusan e
untuk mufakat bila keputusit

berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu
perdua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.

KOMISARIS

a. Syarat pengangkatan Warga Negara Indonesia yang

memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan per-
undangan yang berlaku.

b. Anggota Komisaris diangkat
oleh RUPS untuk jangka waktu : empat (4) tahun.
¢. Jumlah anggota Komisaris : 5 (lima) orang Komisaris.
dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
4 (empat) orang Komisaris.

.¢.1. Komisaris Utama

Nama lengkap Tuan IMAM UTOMO

SUPARNO.

Pegawai Negeri/Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Timur.
Jombang, 14-05-1943,

: Jalan Margorejo Blok C 4195,

Status/Pekerjaan

Tempat dan Tanggal lahir

Alamat Jelas. »
‘ : Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 008, Kecamatan Wono-
, | colo, Surabaya.
Kewarganegaraan :  Indonesia.
‘Pemegang Kartu Tanda
Penduduk | : 12.6604.140643.0001.

24
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Komisaris

- Nama lengkap

c.3.

c4.

Status/Pekerjaan
Tempat dan Tanggal lahxr

Alamat Jelas

Kewarganegaraan
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

Komisaris

Nama lengkap

Sta;ﬁs/Pekexjaan o
Tempat dan Tanggal lahir
Alamat Jelas '

- Kewarganegaraan

Pemegang Kartu Tanda
Penduduk |
Komisaris

Nama lengkap

Status/Pekerjaan

Tempat dan Tanggal lahir :

25

Pegawai Negeri.
Yogyakarta, 5 Agustus 1939,
Jalan Raya Kendangsari §1
kavling 48, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 007, Kelu-
rahan Jemur Wonosari, Keca-
matan Wonocolo, Surabaya.
Indonesia.

12.5604.050839.0001;

Tuan Doktorandus Haji ACH-
MAD MAKSJOEM, Magister
Bussiness Administration,
Master Publik of Admmxs-
tration.

. Pegawai Negeri.

Tuban, 16 Agustus 1942,
Jalan Nginden Intan Selatan 51,

- - Rukun Tetangga 005, Rukun

Warga 009, Kelurahan Nginden
Jangkungan, Kecamatan Suko-

- lilo, Surabaya.
. Indonesia.

12.5621.160842.0001.

Tuan Doktorandus TARI

" SOBGLONO.

Pegawai Negeri.
Lumajang, 7 Juli 1946.
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Alamai Jelas

Kewarganegaraan
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

c.5. Komisaris
‘Nama lengkap

Stams/Peketjaan
- Tempat dan Tanggal lahir
Alamat Jelas

Kewarganegaraan
Pemegang Kartu Tanda
Penduduk

d. Rapat Komisaris

Korum rapat

Keputusan

Kecamatan Waru Sidoarjo.
Indonesia.

06141/404.743.2/98.

Tuan Doktorandus SLAMET
SUPOYO.

Pegawai Negeri.

Surakarta, 30 Juli 1924.

Jalan Imam Bonjol 40, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga
012, Kelurahan Dokter Sutomo,
Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Indonesia.
12.5612.300724.0001;

Dihadiri iebih dari 1/2 (saiu
perdua) dari jumiah anggota
Komisaris hadir, atau diwakili
dalam rapat.

Diambil berdasarkan musyawa-
rah untuk mufakat, dalam hal
keputusan berdasarkan musya-
warah untuk mufakat iidsk
tercapai maka keputusan ii-
ambil dengan pemunguiz:
suara berdasarkac saara seiu,u
aaling sedikit iebih dan
‘satu per dua) jumlanh .o

cang dikelnarkan Anter
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1% Penggunaan laba, pembagian
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dividen dan penyisithan untuk
dang cadangan . ditentukan oleh RUPS.

' Dalam hal Rapat Umum Peme
gang Saham tahunan tidak
menentukan penggunaannyz

~ laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang di-
wajibkan oleh undang-undang
dan anggaran dasar perseroan,
bagi sebagai dividen.
Dengan ini kami menyatakan bahwa data akta pendirian ini adalah sesuai
dengan ketentuan standar akta Model I, ketentuan Undang-Undang Nomor i
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti
sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Surabaya, 3 Mei 1999
. Notaris di Surabaya

'R SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH
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- . Data Akta Pendirian Perseroan ini sebagai dasar Surat Keputusan Menteri
. Kehakiman Republik Indonesia Tanggal : 5 Mei 1999 Nomor : C2-8227.
HT.01.01.Th.99.

Diketahui
Direktur jenderal
‘Hukum dan Perundzing-undangan
Pelaksana Harian,

NY. MADE KAMINI, SH
NIP. 040026646

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1999 Perusahaan dengan akta ini teiah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 13011811628 dikantor Pendaftaran
Perusahaan Kab/Kodya Surabaya nomor 1282/BH.13.01/MEL/1999.

- Kakandep Perindag Kodya SBY
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
’ Dati Il SURABAYA

Drs. SUHARTOJO
NIP. 070011995

Wiy, ,
N\ Z2%QT0 COPY SESUAL ASLF

;4»/4' mda pejabat yang berwenangy
=AOFARIS di KOTA SURABAYA

-------
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Nomor : 1

Pada hari ini, Sabtu, tanggal satu Mei seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan (01-05-1999).

Telah menghadap dihadapan saya, Raden Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana
Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini

. Tuan Imam Utomo Supamno, lahir di Jombang, tanggal empat belas Mei
seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-05-1943), bertempat tingga!l di
Surabaya, Jalan Margorejo Blok C. 419, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
romor : 12.6604.140643.0001;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak.

1. Dalam jabatannya selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Propinsi
Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 222/M Tahun 1998, tertanggal duapuluh
satu Agustus seribu sembilan ratus sembilanpulubh delapan (21-08-
1998), dari Presiden Republik Indonesia, satu copy petikan Keputusan
Presiden mana diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu copynya
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewaklh, untuk dan
atas nama Daerah Tingkat I Jawa Timur;

2. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dxbawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
(29-04-1999), bermeterai cukup, dan dllekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Dwiatmo Hadiyanto, lahlr di Klaten, tanggai
tiga September seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (03-09-
1949), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 030949/03277/
04.1011/97, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat I1
Pamekasan,. sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri
Dralam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-320 Tentang

. Pemzsementian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pamekasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal dua April

29




~ seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (2-04-1998)
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sah mewakili untuk dan. alas nama Daerah Tingkat 1I Kbupalis
Pamekasan,;
Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapu uh sembilan April seribu sembilanratos sezcbilanpuinh sembiian
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini.
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Sujitno, lahir di Pacitan, tanggal tiga puluh Maret seribu

sembilan ratus empat puluh delapan (30-03-1948), pemegang Kariu

Tanda Penduduk nomor : 300348.224230.62.13.428, dalam jabatannya

~ selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Malang, sebagaimana

Ln

dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Nomor : 131.35-777 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I *Malang
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sebelas Sepiember
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998) demikias
sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat I Kownadya
Malang;

. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan iertam;:a

duapuluh delapan April seribu sembilanratus sembilanpulub sembilan
(28-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akia ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

" Tuan Doktorandus Bambang Pamoedjo, lahir di Jombang, tanggal

empat belas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (14-05-
1938), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5001.140538.0001,

dalam jabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II A

Madiun, ‘sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam

 Negeri Republik Indonesia, Nomeor : 131.35-084 Tentang Pemberhentian

Dan Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Madiun
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh delapan
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-01-1994),
demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat 11
Kotamadya Madiun;

. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertangyal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratas sembilanpuludy soiing

30
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(29-4-1999) bermeierai cukup, dan dilekatkan pada minuta a%
dari dan oleh xarena iu untuk dan atas nama . '

Tuan Doktorandus H.A Maschut. lahir di Malang, tanggal lima bel
Pebruari seribu sembilan ratus empat pulubk (15-02-1940), pemegau,.“
Kartu Tanda Penduduk nomor : 150240/003138/01.0004, dalam
iabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Kedir,
sebagaimana dimaksud daiam Surat Keputusan Menteri Dalam Neger
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-253 Tentang Pemberhentian Dan
Fengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri Propinsi Daerali
Tingkat I Jawa Timur tertanggal sembilan belas Maret seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan (19-03-1999), demikian sah mewakiii
untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri;
Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

- duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -

Tuan Doktorandus Banadi Eko, Iamr di Blitar, xanggaz dua puluh
Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam (20-05-1946), pemegang
Kartv Tanda Penduduk nomor : 3934/35.74.03.1003/99, dalam
iabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I
Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-029, Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daer&h Tingkat II
Probolinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga
belas Januari seribu sembilan ratus sembﬂan puluh sembilan (13-01-
1999), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah
Tingkat II Kotamadya Probolmgg&

. Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dlbawah tangan tertanggai-

duapulul sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta aki;& ini,
dari dan oleh karena itu untuk ¢an atas nama :

Tuan Haji Istijono Sunarto, Sarjana Hukum lahir di Semarang,
rantesl dua April seribu sembilan ratus empat pulub dua (02-04-1942),
pemegang Kartu Taada Penduduk nomor @ 72.03.1007.044938, dalam
jabaiannva selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar,
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Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh lima (26-07-1995), demikian sah mewakili untuk
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar.

Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Ambjah, Sarjana Hukum, lahir di Lamongan, tanggai empat
belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh tiga (14-10-1943),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 75.02.1006.00762, dalam
jabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Pasuruan.
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Megern

‘Republik Indonesia, Nomor : 131,35-194, Tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Pasuruan Propinsi Dsgrs
Tingkai 1 jawa Timur tertanggal tiga Oktober seribu sembilan r

sembilan puluh lima (03-10-1995), demikian sah mewakili untuk «an

atas nama Kepala Daerah Tingkat {1 Kotamadya Pasuruan;

. Atas ‘kekuatan. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan iertanggai

~ duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

'0.Atas kekuatan Surat Kuasa vang dibual dibawah tangan terian

(29-4-1999) bermeterai ulkup, dan dilekatkan pada minuta akia ini
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Soetrisno R, iahir di Blora, ianggal dua pulub
lima Mei seribu sembilan ratus tiga pulub delapan (25-03-1938;.
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 9.5308.250538.0149, dalan
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Nageri
Republik Indonesia, Nomor * 131 ?5 311, Tentang Pemberhentian D
Pengangkatan Bupati Kepala Dacral Tiagkat 11 Nganjuk Propinsi Daera
Tingkat [ Jawa Timur tertanggal dua puluh lima Maret seribu sembiian
ratus sembilan puluh delapan (25-03-1908), demikion sah mewaki
untuk dan atas nama Kepala Daerab Tingkat i1 Kabupaten Nganjuk.

ey gl
o

duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpulub serbhing

e |
| S
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(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minula \ak&aw 4
- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

senbu sembilan ratus empat puluh tujub (14- 06—1947) pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 140647.213612.62.13.428, dalam jabatannya
selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana dimaksud
dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Nomor : 131.35-213, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Malang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur tertanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima (20-10-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama
Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang;

11.Atas Kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akea ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : |

Tuan Haji Machmoed Ibnoe Zain, Sarjana Hukum, Master Sain, lahir
di Bojonegoro, tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus empat
puluh dua (15-08-942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
76.02.1003.00007, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-192,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Mojokerto Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (02-10-1995),
demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Mojokerto;

12.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dxbuat dlbawah tangan tertanggal
duapulubh sembilan April seribu sembilanratus: sembxlanpuluh sembilan-
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada mmuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama . - : b

Tuan Djunaidi Mahendra, Saxjana Hukum, lahir di Sumenep, tang gal "
duz puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat (21-03-
1954), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5003.210354.0002,
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Madum, |
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Tingkat I Jawa Timur tertanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan (14-07-1998), demikian sah mewakili untuk
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun;

13.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,

- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Suparyadi, Sarjana Iimu Pendidikan, lahir di Madiun, tanggal
‘dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga (22-07-1943),

- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 00113/12.2006/1998, dalam

jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Kediri, sebagaimana
‘dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Repubiik
Indonesia, Nomor : 131.35-158, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kediri Propinsi Daerah
Tingkat II Kediri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (16-08-
1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah

~Tingkat II Kabupaten Kediri;
14.Atas kekuatan ‘Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

‘duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembllanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Murhadi, lahir di Solo, tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus
lima puluh (07-05-1950), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
00990/35.74.03.1003/98, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-

128, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daeran
Tingkat II Probolinggo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(18-02-1998); demikian sah mewakili untuk dan atas nama ¥epala
Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo;
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(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Bambang Sukotjo, lahir di Muntiian, tangga! dua puluh satu
Nopember seribu sembilan ratus empat pulub delapan (21-11-1948).
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 72.01.1007.020080, dalam
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar, sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
indonesia, Nomor : 131.35-261, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima (29-12-1995), demikian sah
mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah ngkat I Kabupaten
Blitar;

16.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dlbuat dibawah tangaﬂ tertanggai
duapuluh sembilan April seribu sembzlanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta mz,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : ‘

Tuan Dade Angga H, Saqana limu Pendidikan, lahir di Bandung
tanggal satu Januari seribu sembﬁan ratus lima puluh dua (01-0l-
1952), Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ; 12,1521.010152.0002,
dalam jabatannya selaku Bupatx Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-460, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada bulan
Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan pulub delapan, demikian sah
mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah ngkat II Kabupaten
Pasuruan; :

17 . Atas kekuatan SuraE Kuasa yaﬂg dibuat chbawah tangan tertanggai
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dllekatkan pada minuta akta lmg
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Atian, lahir di Bondowoso, tangga} satu'
Janvar: seribu sembilan ratus tiga puluh’ sembilan (01-01-1939),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02404/15.1011.98, dalam

—
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sebagatmana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-248, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal sepuluh Maret seribu sembilan
ratus sembilan pulub delapan (10-03-1998), demikian sah mewakili
untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro;
18 Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :
~ Tuan Doktorandus Soenarto, lahir di Bojonegoro, tanggal lima belas
Desember seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (15-12-1947),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 01/11/151247/01899/98,
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
- Republik Indonesia, Nomor : 131.35-549, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh Juli seribu sembilan raius
sembilan puluh delapan (20-07-1998), demikian sah mewakili untuk
dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan;
19.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
- (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Haji Achmad Boedi Soesetyo, lahir di Wonosobo,
tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua (12-
08-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5604.
120342.0001, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat
I Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-333, Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Tulungagung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal delapan
April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-04-1998),
demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkas 1
Kabupaten Tulungagung;
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(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Ernomo, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Trenggalek, sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-
190, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Trenggalek Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
dua pulub tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
(27-09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala
Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek;

21.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Sutjipto, lahir di Sragen, tanggal tiga Agustus seribu sembilan
ratus empat puluh delapan (03-08-1948), pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 02347/01.04.1013/98, dalam jabatannya selaku
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, sebagaimana dimaksud dalam
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor :
131.35-189, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala

- Daerah Tingkat II Pacitan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timw
tertanggal dua puluh tujub September seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima (27-09-1995), demikian sah mewakili untuk dan atas nama
Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan; i

22 Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertangga
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpulut
sembilanpuluh sembilan (29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkar
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama. .
Tuan Raden Sudarjanto, dalam jabatannya selaku Bupati Kepals
Daerah Tingkat II Situbondo, sebagaimana dimaksud .dalam Sura
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35.
150, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daeral
Tingkat II Situbondo Propmsx Daerah Tingkat I Jawa Timur tertangga
dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan ‘puluh empat (20-05
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'.’1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Ke
Tingkat I Kabupaten Situbondo.

duapuluh sembllan April senbu sembilanratus sembilanpuiuh sembxlan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama .
‘Tuan Doktor-Haji M. Markum Singodimedjo, Magister Managemen,
~ Phd, lahir di Malang, tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus
“empat puluh lima-(16-08-1945), pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 15583/417.51.1013/95, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala
Daerah Tingkat Il Ponorogo, sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-
321, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepaia s’)aerah
Tingkat I1 Ponorogo -Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
tiga beias Desember seribu sembilan ratus sembilan pulub empat (13-
12-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah
Tingkat I1-Kabupaten Ponorogo, :
24.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan zemmg;;aé
‘duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembiian
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akia -,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
“ Tuan Haji Turyono Purnomo Sidik, lahir di Sawahlunto 577, umggai
- sepuluh. ‘Nopember seribu sembilan ratus empat pulub satu {i10-1’
1941), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.2601.101141.0001,
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Banyuwangi,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-464, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam (26-06-1996), demikian sah
mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten
Banyuwangi; | |
25.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertangya!l
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuiuh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akia ni.
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :
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seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (15-09-1947), pemegang ¥
Tanda Penduduk nomor : 00475.1015.13.23, dalam jabatannya seiaku
Bupati Kepala Daerah Tingkat I Tuban, sebagaimana dimaksud dalam
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor :
131.35-324, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Tuban Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Timur
tertanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (07-
05-1996), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepaia Daerah
Tingkat II Kabupaten Tuban,

26.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggaii
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembnlanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : _

Tuan Haji Winarno, lahir-di Tulungagung, tanggal sepuluh Desember
seribu sembilan ratus empat puluh empat (10-12-1944), pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 101244/12779/73.1002/98, dalam jabatannya
selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Jember, sebagaimana dimaksud
dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Nomor : 131.35-163, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Jember Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
tertanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan pulub
empat (31-05-1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala :
Daerah Tingkat II Kabupaten Jember A

27.Atas kekuatan Surat Kuasa yang ‘dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembﬂanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada mmuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : = |

Tuan Subagyo SW, lahir di Tuban, tanggal dua Juli seribu sembllan '
ratus empat pulubh empat (02-07-1944), pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 35.21.09.1014.18, dalam jabatannya Selaku Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-
167, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah
Tingkat If Ngawi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal tiga
puluh sate Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-05-
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' 1994). demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kefaja Dae

Tingkat 11 Kabupaten Ngawi.

28./\'!35- kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

duApuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Doktorandus Affandi, lahir di Jombang, tanggal sembilan belas
Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (19-02-1949),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.17.09.2011.04339, dalam
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang,

~sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia, Nomor : 131.35-776, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Jombang Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur tertanggal sebelas September seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan (11-09-1998), demikian sah mewakili

~ untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat 11 Kabupaten Jombang.

29 Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembiian
(29-4-1999) bermeter_a_x cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :
%+ - Tuan Doktorandus Haji Mashoed, Magister Sain lahir di Jombang,
tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puiuh dua

(16-08-1942), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03510/
438.714.10/1999, dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah
Tingkat I1 Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-775,
Tentang Pemberhentian .Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerab
- Tingkat II Bondowoso Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal
sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (i1-
09-1998), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Kepala Daeral
Tingkat 11 Kabupaten Bondowoso.

30.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpulub sembziian
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akia w1,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :
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_ Tuan Haji Soekarno Marsaid, lahir di Jombang, tanggalay
September seribu sembilan ratus. empat puluh enam (12-09<
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.29.16.2016. 00001 97
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negen
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-083, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Daerah  Tingkat I Sumenep Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur tertanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima (17-05-995), demikian sah mewakili untuk dan
atas nama Kepala Daerah ngkat II Kabupaten Sumenep;

31.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan ‘tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembxlantatus sembﬂanpuluh setnbilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, ‘dan dllekatkan pada mmuta akta ini,
dan dan oleh karena itu untuk :.dan atas niama :

‘Tuan Haji Fadhilah Budiono, -lahir di- Banyuwangx, tanggal enam
belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuly (16-08-1947), :
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5602.160847.0001, dafain
jabatannya selaku Bupau Kepala Daerah ngkat 11 Sampang;.
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-148, Tentang Pemiberheiitian Dan
Pengangkatan Bupatl Kepald Daerah Tingkat II Sampang Propinsi
Daerali Tingkat I Jawa Timur tertanggal dua puluh enam Juli seribu
sembilan ratus sembilan tujuh lima-(26-07- 1995), demikian sah mewakili
untuk dan atas nama Kepala Daerah ngkat 11 Kabupaten Sampang,

32.Atas kekuatan Surat Kudsa yang dibuat -dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembﬂanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dllekatkan pada mmuta akta ini,
dari dan oleh kdrena itu untuk dan atas riama : :

Tuan Doktorandus Achmad Fauzi, lahnr di Malang, tanggal empat
Mei seribu semibilan ratus empat puluh satu (04-05- 1941), pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 040541/00708/09.1010, dalam-
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah ngkat 44 Lumajang,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-689, Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Propinsi
Daerah Tingkat [ Jawa Timur tertanggal dua puluh satu Agustus seribu
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mewakili untuk dan atas nama Kepala Daerah Tingkat II &
Lumajang;

33, Atas kekuatan Surat Kuasa yang dxbuat dibawah tangan tertanggal

duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

‘Tuan Haji Tegoeh Soejono, Sarjana Hukum, lahir di Bojonegoro, tanggal
tujuh belas ‘Desember seribu-sembilan ratus empat puluh (17-12-1940),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.02.1003.09279, dalam
jabatannya selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya
Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam
‘Negeri Republik Indonesia, Nomer : 131.35-198, Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal enam belas Maret

“seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (16-03-1999), demikian

~ sah mewak111 untuk dan atas nama Daerah Tingkat II Kotamadya

L MOJokerto.
- 34.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal

35.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan itertangys!
duapuluh sembilan April seribu sembilanrats sembilanpuiuh sembilac

- duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembiiun
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,

~dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

- “Tuan Haji' Soewarso, Sarjana Sastra, lahir di Jakarta, tanggal dua
Oktober seribu sembilan ratus empat puluh dua (02-10-1942), pemegang

‘Kartu Tanda Penduduk nomor : 021042/403.82.4/01319, dalam
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat 1T Kabupaten Gresik,
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-170, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Gresik Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur, tertanggal delapan Juni seribu sembilan ratus
‘sembilan puluh empat (08-06-1994) demikian sah mewakzh untuk dan
atas nama Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik;

(29-4-1999) bermeterai cukup. dan dilekatkan pada minuta akia i
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

WWW’WWWWWWWWWW%V’WWWWWWWWWWWWWWWWW@W@
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(25-06-1942), dalam Jabatannya selaku Bupau KvepalavDaerah. §1119'C
I1 Kabupaten Lamongan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.35-151,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Lamongan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal
dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (20-05-
1994), demikian sah mewakili untuk dan atas nama Daerah ngkat II
Kabupaten Lamongan;

36.Atas kekuatan -Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ml,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan Haji Soedjito, lahir di Trenggalek tanggal tlgapuluh satu
Desember seribu sembllan ratus empat puluh dua (31-12-1942),
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 05369.404.91.1.01.99, dalam
jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat bi§ Kabupaten Sidoarjo.
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 131.35-214, Tentang Pem-berhentian Dan
Pengangkatan Bupati Kepala Daerz h Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur, tertangga! dua puluh Oktober seribu sembilan
ratus sembilan puluh lima (20-10-1995), demikian sah mewakili untuk
dan atas nama Daerah Tingkat [I Kabupaten Sidoarjo; .

37.Atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
duapuluh sembilan April seribu sembilanratus: sembilanpuluh sembilan
(29-4-1999) bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karena itu uutuk dan atas nama -

Tuan Insinyur Mohammad Fatah; lahir. d1 Bangkalan, tanggal'
sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus empat puluh lima (19-
11-1945), pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :.26.11.1009.05313,
dalam jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah ngkat II Kabupaten
Bangkalan sebagaimana dlmaksud dalam . Surat- Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik - Indonesm, Nomor : 131.35-074, Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Bupau Kepala Daerah ngkat i1
Bangkalan Propinsi Daerah ngkat I Jawa Timur, tertanggal dua puluh
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1998), defitkian sah thewakili untuk ddn atas nama Daer{ '
~Kablipaten Bangkalan
| chutusan Menteri. Dalam Negen Repiiblik iridonesia mana pada point 1
sampal dengan 37 telah diperiliatkani kepada saya, Notaris dan masing
- ‘masing satd foto copyiiya dilekatkan pada minta akta ini.
I Tuan. Hajl Sunarto Sumoprawifo, {ahir di Surabaya, tanggal sepuluh
| Nopember seribu seinbilan fatis empt puluh empat (10-1 1-1944), bertempat
~ tinggal di- Surabaya, jalan Wonorejo 111 fioior 57, pemegang Kartu Tanda
~ Pendudiik nomor : 12.5612.101144. b()()l
© menuriit. keteranganhya dalzthi Hal ini bertindak datam Ja.batannya selaku
_’ Wahkotamadya Surabaya, Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
- sebagaifiana dimaksud dalam Siirat Keputusan Menteri Dalam Negeri
chubhk Indoncs‘i'a, Nomor . 131, 35 164 Tentang Pemberhentnan Dan
_ Pengangkatan Wahkotamadya Kepala Daérah Tingkat I Surabaya Propinsi
Daerah ngkat I Jawa Timur, pada tahun. seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat, denikiafi sah mewakili untuk dan atas nama Daerah Tingkat
Il Kotamadya Sirabaya;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya
sebagaimaria tersebut diatas dengan ini menerangkan dalam rangka perubahan
dari perusahiaan Daerah menjadi perseroan terbatas dan melihat ketentuan-
ketentuan yang tcrdapat dalam :

1. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Bentuk
dim  Bank Pembangunan Daerah, tertanggal empat Februari seribu
RS sembxlan ratis sembilan puluh delapan (04-02-1998) dari Menteri Dalam
~ Negeri Republik Indonesia;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah ngkat I Jawa Timur Nomor : 1 Tahun
- 1999, Tentang Pénibahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, tertanggal duapuluh Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-03-1999);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.35-317 tertanggal empatbelas
April seribu sembilan ratus sembilan puluhan sembilan (14-04-1999}
Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
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Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maup

kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamka ;
kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomumka51
maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lain; ‘

g. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentmgan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak;

. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lamnya dalam .

bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;

k. Bank Umum dapat membeli sebagxan atau seluruh agunan baik melalm
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari
pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera
dicairkan secepatnya, = =

1. Melakukan kegiatan anjak pmtang, ‘usaha kartu kredxt dan kegiatan wali
amanat;

m. Melakukan kegiatan dalam valuta -sing dan/atau sebagai Bank DewSa
dengan memenuh ketentuan yang d.tetapkan oleh yang berwenang; -

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain
dibidang keuangan seperti sewa guiia usaha, modal ventura perusahaan efek
asuransi serta lembaga kliring penyelesalan dan penyunpanan dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang; i

0. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengata31 aklbat_
kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kemba_h penyertaannya
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

p. Bertindak sebagai pendiri dana pensmn -sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan dana pensiun yang: berlaku; _

q. Membantu Pemerintah Daerah dalam membma KURK (Kredit Usaha Rakyat
Kecil) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) milik Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/K otamadya Da¢rah Tingkat II;

r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

7
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Modal
Pasal 4.

rupiah), terbagi atas 300.000 (tigaratus ribu) saham, yang terdiri dari seri A
sebanyak 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham dan seri B sebanyak
147.000 (seratus cmpatpuluh tujuh ribu) saham, masmg-masmg bemilai nomi-
- nal Rp. 1.000.000,- (satu juta ruplah) ‘

2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh
para pendiri, sebanyak 90.208 (sembilanpuluh ribu dua ratus delapan) saham
atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 90.208.000.000,— (sembilan puluh
Milyard dua ratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari :

a. Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur sebanyak

59.199" (limapuluh sembila ribu seratus sembilan

,puluh sembilan) saham seri‘A’dengan nilai nomi-

§E . SO A ST S Iy Rp.59.199.000.000,—

(limapuluh sembxlan Mllyard seratus sembﬂan puluh

sembilan juta rupiah).

b Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya sebanyak
~31.009 (tiga puluh satu ribu sembilan) saham seri A

dengan nilai NOMINAL .....c...coumiumicrimrcrisersenernsinnnce. ' Rp.31.008.000.000,~

(tigapuluh satu Milyard sembﬂan ]uta rupiah).

yang terdiri dari :

1. Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya sebanyak
- 7.845 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima)

saham atau dengan nilai nominal ........................ Rp. 7.845.000.007,-

(tujuh Milyard delapan ratus empat puluh lima juta

Rupiah)

2. Daerah Tingkat II Kotamadya Malang sebanyak

‘937 (sembilanratus tiga puluh tujuh) saham |

atau dengan nilai nominal sebesar ..................... Rp. 937.000.000,-
- (sembilanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) .

- 3. Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun sebanyak
362 (tigaratus enampuluh dua) saham atau dengan .
nilai nOMinal SEESAT ........c.cciveemeeeeeereeeeeeereenennn. Rp. 362.000.000,-
(tigaratus enam puluh dua juta rupiah)
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Daerah Tingkat I Kotamadya Mojokerto sebanyak
160 (seratus enam puluh ) saham atau dengan
nilai NOMINAl SEDESAT .........e.vveeeeeeneerneresenssrene. '
(seratus enampuluh’ juta rupiah) '

Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri sebanyak
327 (tigaratus duapuluh tujuh) saham atau dengan
Nilai nOmMINALSEDESAT .......cocuevreniveemrrivenoisuesisenanenes
(tigaratus duapuluh tujuh juta rupiah)

Daerah Tingkat 1I Kotamadya Probolinggo
sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) saham
atau dengan nilai naminal sebesar ................... ‘
(dua ratus enam puluh empat juta ruplah)

Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar sebanyak
170 (seratus tujuh puluh) saham atau dengan mla1
DODNAL SEDOBAT ....cuunciraisuninmmmsspsmsssmsirsnsases o
(seratus tujub puluh juta ruplah) E

Daerah Tingkat I Kotamadya Pasuruan sebanyak ._

191 (seratus sembilan puluh satu) saham atau
dengan nilai nominal sebesar........................

' (seratus sembilanpuluh satu juta n piah)

Rp.

327.000.000,—

Rp. 264.000.000,-

Rp. 170.000.000;-

‘Rp. 191.000.000,

Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik- sebanyak o
‘Rp.  719.000.000;

719 (tujub ratus sembilan belas) saham atau
dengan nilai nominal sebesar ..................... hoss
(tujuh ratus sembilan belas juta ruplah) ‘

Daerah Tingkat II Kabupaten Ma,lang sebanyak ey

1.070 (seribu tujuh puluh) saham atau dengan
mlamommalsebesar....,..........‘..- .......... :
(satu Milyard tujuh puluh juta mptah)

‘ 'Rp~_..

Daerah Tingkatll Kabupaten MOJ okerto sebanyak 3 |
Rp. 657.000.000,

657 (enam ratus limapuluh tujuh) saham atau

dengan nilai nominal sebesar ...................... (i,

(enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun sebanyak

411 (empatratus sebelas) saham atau dengan nilai
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| normnalsebcsar ........ SRR ST M T |
- (empat ratus sebelas juta ruplah)

13, Daerah Tingkat II Ka_bupaten Kedm sebanyak
" 1.057 (seribu lima puluh tujuh) saham atau dengan

nHAINOMINA] SEDESAL ....cuivmsicmmpmmmppsenssmsnrsssnines

(satu Milyard lima puluh tujuh Juta ruplah)

14, Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo
- sebanyak 714 (tujub ratus empatbelas) saham
dengan nilai nominal sebesar ............ocevvveniinnncnn.
(tujuh ratus empatbelas juta rupiah) '

15. DaerahTingkatII Kabupaten Blitar sebanyak 653

-~ (enam ratus limapuluh lira) saham atau dengan

nilainominal Sebesar .........:ceveeriecivnrecreerereiens ATEES
(enamratus limapuluh lnna juta rup1ah)

~ 16. Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan sebanyak
- 1.082 (seribu delapan puluh dua) saham atau

dengannilai nominalsebesar ........ A W TH
- (satu Milyard delapan puluh dua juta mpiah\

17. Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegcero
-sebanyak 425 (empatratus duapuluh lima) saham
atau dengannilai nominal sebesar.......................
(empatratus dua puluhlima juta rupiah) '
18. Daerah Tingkat IT Kabupaten Magetan sebanyak
329 (tiga ratus duapuluh sembilan) saham atau
dengannilainominal sebesar ...............iceeeenneennnn,
(tigaratus duapuluh sembilan juta rupiah)

19. Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung
sebanyak 668 (enam ratus enampuluh delapan)
saham atau dengan nilai nominal sebesar ............
(enamratus enampuluh delapan juta rupiah)

20. Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek

- sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan)
‘saham atau dengan nilai nominal sebesar .........
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

50

Rp 1.057.000.000,~
Rp. 714.000.000,~
Rp.  655.000.000,~
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Rp.  325.000.04 —

Rp.  668.000.000,-

Rp. 379.000.000, -
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. Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan sebanYak
322 (tigaratus duapuluh dua) saham atau dengan

nilainominal Sebesar.............cccoevivvniuinnnnnniiniinen
(tigaratus dua puluh dua juta ruplah)

Daerah TingkatII Kabupaten Lam0ngan sebanyak
475 (empat ratus tujuhpuluh lima) saham atau

denganniiainominalsebesar..............ccccevccrininnen

(empat ratus tujub puluh lima juta rupiah)

Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo sebanyak
462 (empat ratus enampuluh dua) saham atau
dengannilainominalsebesar ...........c.ccoccvneennenns
(empat ratus enam puluh dua juta rupiah)

Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi
sebanyak 1.408 (seribuempatratus delapan) saham
atau dengan nilai nominal sebesar...........cccoevess
(satu Milyard empat ratus delapan Juta ruplah)

Daerah ngkat II Kabupaten Tuban sebanyak ,
589 (limaratus delapanpuluh sembﬂan) saham |

atau dengannilai nominal sebesar .. i

- (lima ratus delapan puluh sembﬂm juta ruplah

Rp.  475.000.000,

Rp.  462.000.000,

Rp.  1408.000.000,

Rp.  589.000.000;

Daerah Tingkat II Kabupaten Jember sebanyak )

2.100 (dua nbu seratus) saham atau den; gan mla1

(dua Milyard seratus Juta ruplah)

Rp.  2.100.000.000;

Daeral Tingkat II Kabupaten Ngawi sebanyak

539 (lima ratus tigapuluh sembilan) saham atau g
denganmlamonunalsebesar..........-.'....-...........f......"

(lima ratus tiga pulub sembllan Juta rupxah)

Rp.  539.000.000;

Daerah Tingkat II Kabupaten]ombang sebanyak' v,

417 (empat ratus tujuh belas) saham atau dengan X

nilai noMINAlSEDESAT .......vcuuvieveiiviverereesenens ST
(empat ratus tujuh belas juta rupxah) |

51
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Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso

sebanyak 194 (seratus sembilanpuluh empat)
saham atau dengan nilai nominal sebesar .........
(seratus sembilan pulub empat juta rupiah)

Daerah Tingkat [l KabupatenLumajang sebanyak
620 (enam ratus duapuluh) saham atau dengan

nilai NOMINAL SEDESAT .....e..vvvrerrrereerseneane, e
(enam ratus dua puluh juta rupiah) -

Daerah’Tingkat II Kabupaten Sidoarjo sebanyak
2.301 (duaribu tigaratus satu) saham ataudengan

nilainominal SEbesar .............coeevneneinieniennes e
(dua milyard tlga.rams satu juta, ruplah)

Daerah TingkatII Kabupaien Situbondo sebanyzk

- 569 (limaratus enampuluh sembilan) saliam atau

dengannilainominalsebesar ...........ccccceerveiivnnecrns

- (lima ratus enampuluh sembilan juta rupiah)

3%

- Daerah Tingkat Il Kabupaten Nganjuk sebanyak
845 (delapan ratus empatpuluh lima) saham atau
dengannilainominal sebesar ............ccovceccineann.

. (delapan ratus empat puluh lima ]uta ruplah*

34,
35.

36.

Daerah Tingkat I Kabupatcn Pamekasan sebanyak
416 (empat ratus enam belas) saham atau dengan

1ilainominAlSEbESAr .......occvevevveeiveneereicisesesrenes
(empat ratus enam belas juta rupxah)

Daerah Tin gkatIl Kabupaten Sumenep sebanyak
424 (empat ratus duapuluh empat) saham atau
dengannilai nominalsebesar................c.coovvveneenen

- (empatratus dua puluh empat juta rupiah)

Daerah Tingkat I Kabupaten Bangkalan sebanyak
447 (empat ratus empat puluh tujuh) saham atau
dengannilai nominalsebesar....................coce.....
(empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

52

620.000.000,-

2.301.000.000,~
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845.000.000,~-

416.000.000,
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447.000.000,~
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37.- Daerah Tingkat Il Kabupaten Sampang sebanyak
459 (empatratus limapuluh sembxlan) saham atau
dengannilai nOMinal SEbESAr ...........ccovvvvemneenee. - Rp.  459.000.000,-
(empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

3. 100% (seratus prosen) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 90.208.000.000,-
(sembilanpuluh Milyard dua ratus delapan juta rupiah) telah disetor penuh
kedalam perscroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan passiva
dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana
perusahaan tersebut berjalan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (31-12-1998), seperti ternyata
sesuai dengan Neraca tertanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan (31-03-1999) dan tahun seribu sembilan ratus
sembilar. pulub delapan (1998), tersebut telah ditanda tangani tertanggal
tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan {3i-
£3-1999) bermeterai cukup, sebagai satu kesatuan dengan akta ini dilekatkan
sada minuta akta ini, sebesar Rp. 90.208.000.000,~ (sembilanpuluh Milyard
duaratus delapanjuta rupiah) Pemasukan tersebut diterima baik oleh Persercan
ini dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketipa
yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur, sebelum dimasukkan kedalam ;:,,,rseroan terbatas ini akan merupakan
tanggung jawab dari dan oleh kaena - itu akan mengikat PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur. Scgala pémindahan hak, ijin dan lisensi
yang menyertai pemasukan tersebut éalakukan dengan udak mengurangl qm
yang berwenang.

4. Saham-saham yang masxh dalam sunpanan (Portopxle) akan dlkeluarkan
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang naraanya tercatatdalam Daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahula untuk mengambll bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan masmg-masmg pemegang saham berhak mengambi
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang
belum diambil bagian, maka Direksi berhak ‘menawarkan sisa saham tersebuz -
kepada pemegang saham yang masxh bermmat :

] ‘5'3
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pe:mwaran kepada pemegang saham tersebut masxh ada sisa sahanr vang
tidak diambil bagian olel: pemegang saham, Direksi harus menawarkannya
- kepada karyawan Perservan yang berminat teriebih dahulu dan bila setelah
: "penawaraﬁ pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham ter-

- sebut kepada pihak lain.

3 Pembahan modal dasar untuk selanjumya dztetapkan oleh RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham) sesuai kebutuhan dan memperhatikan peraturan
p_emndang-undangan yang berlaku. .

Saham
Pasal 5

I. Kecuali jika ditentuk: lain dalam Anggaran Dasar ing i
"Pemegang Saham" berarti pemegang sabam ser? A dan szmagamg saham seri
B; dan istilah Saham berarti saham seri A dan sanam seri B

2. Setiap saham mempunyai hak suara yang same dengan keto =t
a). saham seri 4, adalah saham yangmempafay&a hak suarakbusus; dapat ¢1luss
, dengan saham seri B; menerima leldEﬂ dan s:sa kikwidasi I2biy dahury,
~ b). saham seri B adalah saham biasa.

3. Sabam seri A hanya dapat dnmhkx oleh Daerah T irgket 1 dan Daerab
. ngkat 1L P
4 Semua saham yang dlkeluarkan oleh Persercan adalah sabayn aias varma
3. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanvalah
Warga Negara-Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
6. Perseroan hanya mengakui seorang atau suatu badan Hukmar 5002
" pemilik dari satu saham. |
7. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik bevberapa orarn .
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk
seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama.

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan

hak yang diberikan ol¢h hukum atas saham tersebut.

8. Selama ketentuan dalam ayat 7 diatas belum dilaksanakan, maksa pars
_pemegang sabam tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapa
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk sanam

(& )
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ditang ouhkém

dalam Rapat Umum ?emegang Saham serta peraturan perundang-danga
vang berlaku.

10. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
Pasal 6.
Hak Hak Pemegang Saham :
2. Pemegang Saham Seri A, mempunyal hak :
i. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,

2. Memilik Hak Suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggoi
Dnexsx dan Komisaris perseroan;

3. Dapat menukarkan saham dengan saham seri B;
4. Menerima dividen didahulukan dari pemegang saham seri B

5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi dldahulukan danpada pemeﬁ{mﬁ
saham seri B;

b. Pemegang Saham Sen B berhak : A
1. Mengeluarkan suara dalam Rap«t Umum Pemegang Saham
2. Menerima dividen,
3. Menerima sisa kekayaan hasﬂ hkmdasx,

Surat sah_a-lm'
‘Pasal 7.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham

2. Apabila dxkeluarkan surat saham, maka untuk seuap saham dlber
sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dlkeluarkan sebagai bukti pemlhkan
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
4. Pada surat saham sekurangnya harus dxcantumkan
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham; .
¢. Tanggal pengeluaran surat saham,
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d. Nilai nominal saham,
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumke
a. Nama dan alamat pemegang saham,

b. Nomor surat kolektif saham; -
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham,
d. Nilai nominal saham, |
e. Jumlah saham.

'6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah
,,eorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Komisaris.

Pen-ggantx surat saham
Pasal 8.

i Apabﬂa surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas
permmtaan mereka yang berkppenungan, Direksi akan mengeluarkan surat
- saham pengganu j
2. Surat saham- sebagaxmana dunaksud dalam ayat I kemudian dihapaskas

- dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum

' Pemegang Saham benkutnya
‘3. Apabﬂa surat saham hilang, maka atas qermmtaan mercka vang ber-
kepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat sgham penggantt setelah me-
. nurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dsn dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwz vang kbusus.
24, Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asii surat
saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
-~ 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditang gung
oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutaus-mutandxs juga berlaku bagi penge-
luaran pengganu surat kolekuf saham.

Daftar pemegang: sah-’am‘dan daftar kbusus
Pasal 9. |

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan

Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
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nama dan alamat para pemegang saham;
jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham
yang di miliki para pemegang saham,
c. jumlah yang disetor- atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak
gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam-bentuk lain selain uang; dan
f keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/
atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Pemegang saham harus memberitahukan setJap perpmdahan tempat ting-
gal dengan surat kepada Direksi Perseroan. =~

Selama pemberitahuan itu ‘belum dﬂakukan maka segala panggllan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada
alamat pemegang saham yang palmg akhn' dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham.

4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memehhara Daftar Peme-
gang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. :

5. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan.
Daftar Khusus pada waktu jam keqa zxantor Perseroan S

= P

Pemlndahan hak atas saham
Pasal 10.. '

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemmdahan hak
yang ditandatangani oleh yang mcmmdahkan dan yang menenma pe-
mindahan atau wakil mereka ymg sah. ~

2. Akta Pemindahan hak sebagalmana dxmaksud dalam ayat 1 atau salman—
nya disampaikan kepada Perseroan. '

3. Pemegang hak atas saham hanya dlperbolehkan apabﬂa semua ketentuan_
dalam Anggaran Dasar telah dxpenuhl :

4. Mulai hari Panggﬂan Rapat Umum Pemegang Saham sampm dengan
hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

- Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan
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dengan penmbangan ]umlah saham yang dnmhkl masing-masing.

5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan
sebagaimana dimaksud Jalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan
dibayar tinai dalam waktu 30 (Uga puluh) hari terhitung sejak penawaran
dilakukan. -

6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan
' menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang fain
dengan harga dan persyaratan yang sama.

7.. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebaoaunana dimaksud
- dalam ayat 3 berhak menarik kembah penawaran tersebut setelah lewatnya
- jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4. ‘

8. Keharusan menawarkar saham kepada pemegang saham lain hanya
dapat dilakukan satu kali. '

- 9. Pemindahan hak atas’ saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam’' Anggaran Dasar telah dipenubi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperbolehkan.

~ 11. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab-sebab lain saham
- tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
‘atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan

Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan

hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham

itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum
~ Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
-~ 12. Selamaketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan,

- maka suara yang dikeluarkan dalam ‘Rapat Umum Pemegang Saham untuk

sabham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu
- ditunda.

Direksi
Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang
Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur, apabila
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat
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sebagai Direktur Utama.

2. Persyaratan untuk diangkat menjadl anggota Direksi :
A. Persyaratan Umum : |

Warga Negara jIndonesi'a yang :

1. Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Setia dan Taat kepada Negara dan pemerintah.

3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam keglatan
pengkhianatan kepada Negara; !

4. Sehat jasmani dan Rohani; :

5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan
tindakan yang tercela dibidang Perbankan;

6. Tidak dicabut hak plhhnya berdasarkan keputusan Pengadﬂan,

"Disamping Persyaratan Umum tersebut diatas, maka bagl anggota Dxrek51 :
yang akan diangkat haruslah pula memenuhi Persyaratan khusus yang rincian
dari persyaratan khusus tersebut akan dltuangkan dalam sebuah keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham".
B. Persyaratan lainnya :

1. Antara sesama anggota Dxreksv dan antara anggota Dxreks1 dengan '
Anggota Komisaris tidak boleh ada hi:bungan keluarga sampai derajat ketiga,
baik menurut garis lurus maupun gan's kesamping termasuk menantu dan
ipar; . :

2. Apabila hubungan keluarga csebdgaxmana dxmaksud butu 1 dxatas ter-
jadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka untuk melanjutkan
jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan memperhatikan pemmbangan dari Bank- Indonesm, ._ . :

4, Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapm |
diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai
7restasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank sesuai dengan
setentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum
pemegang Saham untuk memberhenukannva sewaktu-waktu,

(W4
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5. Tata Cara Pengangkatan :
"Tata Cara Pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dial
dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Komisaris.

7. Apablla oleh suatu sebab Jabatan anggota Direksi lowong maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh). hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus
_ diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhaukar Retentuan sebagaxmana dunaksud dalam ayat 2
Pasal ini.

‘8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
- maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan

tersebut harus dlselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meng-
angkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

9, Seorang anggota Dlr_ekm berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dmnya S

i lO Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahain.

- 11, Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberitahukan
kepada Direksi-Bank Indonesia. - ;

Tugas dan wewenang Direksi
Pasal 12,

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
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s Setmp anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
jawab melaksanakan tugasnya dengan mengmdahkan peraturan perun

undangan yang berlaku.

3. Direksi mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

4. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawal berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. . |

5. Direksi menetapkan susunan orgamsasx dan tata keqa Bank dengan
melaporkan kepada Komisaris. :

6. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Bank
sebagaimana dimaksud dalam butir 9 pasal ini kepada seseorang atau beberapa

orang anggota Direksi yang khusus dltnnjuk atau kepada seorang atau
beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau

kepada orang atua Badan lain.

7. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekex]aan Dxrekm diatur dalam
keputusan Konusans sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8. Direksi dengan berpedoman kepadz‘ pemndang-undangan yang ber]aku
dapat melakukan hal-hal sebagai benkut : : |
a. mengeluarkan surat-surat ob11ga31, "

b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan»
hak atas barang-barang inventaris milik Bank; ' _
c. mengikat Bank sebagai penanggung/penjamm kewapban pxhak ketxga,
d. menggadaikan barang-barang milik Bank; a =
e. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang- mdangan yang berlaku
f. mendirikan unit usaha baru; : :
9. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadllan

tentang segala hal dan dalam segala ke]adxan, mengikat perseroan dengan
pithak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta men]alankan segala

tindakan, antara lain : :
a. meminjam atau memmjamkan uang atas nama Perseroan (udak termasuk
mengambil uang perseroan di Bank); ;
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~ b. "mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaary;
didalam maupun diluar negen,
harus mendapatkan persetujuan terleblh dahulu dari Komisaris.

10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
‘apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

-salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan atas nama Direksi serta
mewak111 Perseroan.

‘11. Direksi untuk pertuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang
atau lebih sebagai wakil a:au kuasanya dengan memberikan kepadanya
kekuasaan yang diatur dalan: surat kuasa.

12. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangarn
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan

- diwakili oleh anggota Direksi lamnya dan dalaim hal Persercan mempunyai
: kepentmgan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Phreksi,
maka dalam hal ini Perseroan d1wak1h oleb Komtsans

"Rapat Direksi
- | : , - Pasal 13.
~ 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana periu oleh seorang
atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atae
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dar jumlai
seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
mendapat tanda-terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat rapat.
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keglatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terleb
dahulu tersebut tidak- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka dipimpin oleh Wakil Direktur Utama,
bilamana juga berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Dlreksx hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. .

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusén yang meng-
ikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah un-
tuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkarn
suara setuju paling sedikit lebih dari 1 2 (satu per dua) dari Jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.

- 10. Apabila suara setuju dan tidak setuju benmbang maka Ketua Rapat
Direksi yang akan menentukan. C

11. a. Setiap anggota Direksi yang. hadxr berhak - mengeluarkan 1 (satu) |
suara dan tambahan 1 (satu) suara’ untuk setlap anggota Dxrek51 lam yang
diwakilinya. : .

- b. Pemungutan suara mengenai dm orang dﬂakukan dengan surat suara. -
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenm hai-hai -
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada |
keberatan dar yang bhadir. " :

c. Suara blanko dan suara yang udak sah dxanggap udak dlkeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta udak dlhltung dalam menentukan

.amiah suara yang dikeluarkan. . :
12. Direksi dapat juga mengambil keputusm1 yang sah tanipa mengadakzm
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitabu se-
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yang sama dengan kepu tusan yang d1amb11 dengan sah dalam Rapat Direksi.

Kom-xsarts-
‘Pasal 14.

1. Komxsans terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang
diantaranya dapat dlangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetenst
dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersifat
independen sehingga dapat leketja penub wakiu.

3. Persyaratan anggota Ko;msans
A. Persyaratan Umum :
warga negara Indonesxa yang

: 1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Seua dan Taat kepada Negara dan Pemermtah

3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsuag dalain kegiatan
pengkhlanatan kepada Negara.

4. Sehat jasmani dan Rohani. |

5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atav
tidnakan-tindakan yang tercela dibidang Perbankan.

6. Tidak dlcabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadiian.

"Disamping Persyaratan Umum tersebut diatas, maka bagi ang-ota
Komisaris yang akan diangkat haruslah pula memenuhi Persyaratan khusus

yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam sebuak
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

B. Persyaratan lainnya :

1. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan
Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga,

- baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu das ipar.
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2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 diatag
setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabat
diperiukan ijin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan.
kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhenukan
sewaktu-waktu. F

5. Tata Cara Pengangkatan :

"Tatata Cara pengangkatan anggota Komlsans secara rinci akan dltuangkan
dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Para anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tun]angan yang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komxsans lowong maka
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lo--
wongan itu dengan mempcrhankan ketentuan sebagaxmana d1maksud dalam
avat 2 Pasal ini.

8. Seorang anggota Komlsans berhak mengundurkan diri dan Jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (ti ga puluh) hari sebelum tan ggal pengundur-
an dirinya. '

9. Jabatan anggota Komlsans berakhlr apabxla
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
c. meninggal dunia; '
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemeoang Saham

rt 1A as\"‘{\

Tugas dan wewenang Komzsarls
PasallS

I. Komisaris melakukan pengawasan atas kebqaksanaan Dlreksx dalam
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
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2. Komisaris melaksanakan kebijaksanaan umum Bank bgéss
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan ke]
kegiatan : "
‘a. melakukan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank
b. melakukan pengawasan atas pengurusan Bank;

c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank;
d membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank;

B Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap wakmu dalam
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan ber-
hak memeriksa semua pembukuan, surat dan bukti lainnya, memeriksa dan
- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengeta-
- bui segala tindakan yang telah dualankan oleh Direksi.

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelas-
an tentang segala hal yang dltanyakan oleh Komisaris.

3. VKomxsans setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara se-

orang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak
‘bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-nndang-
an yang berlaku. :

6. Pemberhentxan sementara itu harus. dlbentahukan kepada yang ber-
sangkutan disertai alasannya

7. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudab pemberhentian se-
mentara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ke-
- dudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan semen-
‘tara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Rapattersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan
“apabilaiatidak hadir oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh
salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
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pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
kutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Per-

seroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk aemenzara
‘Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan se-

- mentara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan ercka
bersama. , ' |

11. Dalam hal banya ada seorang Kdmisaris maka fugas dan wewenang
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris' dalam
Angparan Dasar ini berlaku pula baginya. . , :

12. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kormisaris dibantu

- olehy D~wan Audit.

13. Pfc)sedur Persyaralan, Pengangkatan, masa )aba!an dan wewenang

e -,;;um pw; crhentian anggota Dewan Audnt dxatur da}am standard pclaksummn |
fungsi Audit. Intern Bank. S

14. Komisaris dapat nwnunjuk seorang atau bebcrapa ahli untuk

' "Lh:.akcanaxan tugas tertcntu yang dlpandang perlu atas bxaya Bank.

Rapat Kom:sarns
| Pasal 16.

i, Rapat Komisaris dapat dxadakan seuap waktu bxlamana dlan ggap perlu '
oleh scorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis
scorang atau lebih anggota Dircksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang
saham atau lebib yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bdgmn
dari seluruh jumlah sabam dengan hak suara yang sah. -

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris 'Utaina

3. Panggilan Rapat Komisaris dlsampaxkan kepada seUap ang;,ota Koini- 3
saris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat Landa
terima yang layak, sckurangnya 3 (tiga) hari sebelum’ rapat. dxadakan c.eng,an :
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencamumkan acara, tanooal wal\{u ddn
tcmpat rapat.
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kegxatan usaha Pcrscroan

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

. 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris

Utama tidak dapat hadir atau-berhalangan halmana tidak perlu dibuktikan
- kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang
dxpxlm oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

W Seorang anggota Komisaris dapat dxwakih dalam rapat Komxsarxs ha-
nya oleh seorang anggota Komlsans lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat. Komlsans adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Komisaxfis hadir atau diwakili dalam rapat.

~ 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam bal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mu-
fakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua
‘Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a.. Setiap anggota. Komisaris yang hadxr berhak mengeluarkan 1 (satu)
* suara dan tambahan 1 (satu) suara umuk setiap anggota Komisaris lain yang
| dxwakxlmya =

b. Pcmungutan_ suara m_eng.enaj din' orang dilakukan dengan surat-suara
tertutup tanpa tanda tangan scdangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa
adanya keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dlanggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa meng-
adakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah
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diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikaf
setujuan mengenai usul yang diajukan secara tertuhs serta menanda-tangan

persetuyjuan tersebut. -
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

-Tahun‘buku
Pasal 17.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dan tanggal 1 (satu) Januan sampai
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, untuk

pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini
dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan). :

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan di-
tutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tabunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan: di kantor Perseroan palmg
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan diselenggarakan, agar dapat dxpenksa oleh para pemegang saham,. L

Rapat umum pemegang sahdm_
PasalIS |

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroa.n adalah :
a. Rapat Umum Pemegang Saham lahunan, sebagalmana dlmaksud dalam |
pasal 19 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lamnya selan;umya déiam Anggamn'
Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktn-

wakiu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini bera:ri;i -

keduanya, vaitu Rapat Umum Pemegang Sabam tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
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Rapat umum pemegang saham
Pasal 19.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun,

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tabun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan
perhltungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan
atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b D1reksx mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan Jalannya
perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan-perkiraan mengenai
- perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama

Perseroan dan per-ubahannya selama tahun buku serta rincian masalah

yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan

untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengu-
rangi ketentuan dalam Anggaran: Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenubnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan

~ pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tin-

- dakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4, Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat

- Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Sabam:
tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa

Pasal 20.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum
Pemeg}ang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang
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dan 3umlah selurubh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara -tercatat dengan
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
setelah lewat waktu 30 (tiga pulub) hari terhitung sejak surat permintaan itu
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berbak memanggil sendiri
rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memper-
hatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Tempat dan pemanggilan

rapat umum p_emega»ng saham

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemcgang Saham diadakan dxtempat kedudukan Persaro-
an atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. |

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat
tercatat yang barus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka .waktutersebut dapat -
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mem-
perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. - .

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang ‘Saham harus mencantumkan hara,
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan dxsex“tal pembemahum bahwa
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai -
dari hari dilakukan pemanggﬂan sampm dengan tanggal rapat diadakan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mﬁman-‘
tamkan bahwa laporan tahunan sebagalmana dxmaksudkan izdam p&sal 17
ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. - |

4, Apabila scmua pemcgang saham dengaﬁ hak suara yang sah hadir atau
diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaxmana_ di-
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sedangkan Rapat Umum Pemegang_ Saham dapat dlselenggarakan dlma-
pun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

,VPimpi'nan;dan berita acara
rapat umum pemegang saham
Pasal 22.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi, dalam hal Direksi tidak ada
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris;

- dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena

- sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka

- rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang diblcarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dibuat Benta ‘Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir
dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pe-
megang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
terjadi dalam rapat. ‘ :

- 3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyarat-
kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Korum, hak suara dan keputusan

Pasal 23.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
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maka dapai dladakan panggilan rapat kedua.

C. Pemanggnlan sebagaimana dxmaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan
paling lambat 7 (tujub) hari sebelum rapat dlselenggarakan tidak termasuk
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan pa-
ling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri oleh pemegang sabam yang mewakili sedikitnya 1/3 (samper'
tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat dlwaklh oleh pemegang saham lam atau orang

lain dengan surat kuasa.

. 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa unmk mewaklh pemegang .
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu. rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham membenkan hak kepada pemlhknya untuk
mengeiuarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komxsarxs dan karyawan Perseroan boleh

bemndak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mercka keluarkan
selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apa-
bila ketua rapat menentukan jain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam rapat. -

7. Suara blanko atau suara yang udak sah dlanggap udak ada dan- udak
dihitung dalam menentukan jumlah suara: yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawara,h untuk mufakat,
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil: dengan pemungutan suara berdasarkan
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
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- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyakfyaias
usul ditolak. |

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang
Saham membenkan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangam persetu;uan tersebut. :

| Keputusan yang dxambxl dengan cara demikian mempunyai kekuatan
- yang sama dengan keputusan yang d1amb11 dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. - :

Penggunaan laba
' Pasal 24

1 Laba bersm Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang di-
téntukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang
diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagal
deviden..

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu

- akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
~ tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
‘belum sama sekali tertutup. ‘

-4, Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu
5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam

- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewamya jangka waktu 5 (lima)
tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat
diterima oleh Direksi Perseroan.
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Perseroan.

Pe‘ngg’una'an dana cadangan
Pasal 25.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan dltenmkan
oleh Rapat Umum Pemegang Sabam dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. .,

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh prosen) dari modal yang ditempatkan hanya dlgunakan untuk menu-
tup kerugian yang diderita oleh perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-
kurangnya 20% (dua pulub prosen) dari modal yang ditempatkan tersebut
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah se-
bagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini bagi keperluan perseroan.

‘4, Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik. olehnya dengan
persetujuan Komisaris dan dengan memperhaukan peraturan perundang-.
undangan yang berlaku. : ¥

Pengubahan a’n'iggaran_ dasar
* Pasal 26.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai
‘hak suara yang sah dan keputusan yang dxsemjm oleh paling sedikit 2/3
(dua per tiga) dari jumlah suara tersebut. |

" Pengubahan anggaran dasar tersebut hams dibuat dengan ai\ta notaris dan -
dalam bahasa Indonesia. ~ : :

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan
nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaba, jangka waktu berdirinya Perseroan,
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sebahknya, wapb mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Repuhk
Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakim-
an chubhk Indonesia dalam waktu  selambatnya 14 (empatbelas) hari
terhxtung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubah-
‘an tersebut serta didaftarkan. dalam ‘Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabxla da]am rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang di-
tentukan tidak tercapax, maka ‘paling cepat 10 (sepulub) hari dan paling
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diseleng-
garakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan
harus' dilakukan paling-lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui
lebih dari 1/2 (satu-perdua) bagian jumlah suara tersebut.

-5." Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara

. luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat

-7 (tujuh) hari sejak tanggal kg:pumsan tentang pengurangan modal tersebut.

g _P_eng_"ga_bu'nga,n,. p'el'ebu-ran, dan
e pengamb'ilalihan
Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang di-
hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara tersebut.

2. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
dilaksanakan setelah Komisaris mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tifug "

. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mép
nai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan pa-
ling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggllan Rapat Umum Peme-
gang Saham. » ;

Pembubaran dan likuidasi
Pasal28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
suara tersebut. | o S

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu
berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadxlan, "
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagalmana dimaksud - dalam ayat 2
tidak menunjuk likuidator.

. 4. Upah bagi para likuidator dltentukan oleh Rapat Umum Pemegangv
Saham atau penetapan Pengadilan. = -

5. Likuidator ‘wajib mendaftarkan dalam Wajlb Daftar Perusahaan, .
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian
yang terbit atau beredar ditempat _kedu__dukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri
Kehakiman Republik Indones1a pahng lambat 30 (tlga puluh) hari Se]dk. ’
perseroan dibubarkan.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendman be- |
serta pengubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan.
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi Rapat Umum Pemegang
Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
para likuidatur. ‘
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Pasal 29

Segala sesuatu yang tldak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar
‘ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham ‘yang akan memutuskan. :

Sclanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
“tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran
~ Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
‘untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai : ;

Dlrekmr Utama

‘Direktur Umum

Direktur Pemasaran

Tuan Doktorandus Haji Sjamsoel Arifien,

_ Sarjana Hukum, lahir Sumenep, tanggal empat
Mei seribu sembilan ratus empat pulub tiga

(04-05-1943), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo

- Indah A 527-528, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo,

) Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor : 12.6604.040543.

- 0003;

Tuan Doktorandus Achmad Nur Chasan, lahir
Lamongan, tanggal dua puluh delapan
Oktober seribu sembilan ratus lima puluh (28-
10-1950), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Surabaya, Jalan Sutorejo Timur
nomor 42 Blok ZZ Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo,
Kecamatan Wonocolo, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 12.5622.281050.
0001;

Tuan Doktorandus Agus Sulaksono Master
Business Administration lahir di Kediri,-
tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (07-01-1953), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
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Rukun Warga 010, Kelumhan Duren Sath,
Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 09.5407.070153.
0260;

Pengangkatan Anggota Dewan Direksi tersebut diatas telah diterima oleh
yang bersangkutan dan akan disahkan dalam suatu Keputusan Rapat. Umum
Pemegang Saham setelah akta pendirian ini mendapatkan pengesahan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia.

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris

Tuan Imam Utomo Supamo, lahir di Jombang,
tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus
empat puluh-tiga (14-05- 1943), Warga Negara

- Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,

Jalan Margorejo Blok C 419, Rukun Tetangga

- 003, Rukun Warga 008, Kecamatan Wonocolo,[;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
12.6604.140643.0001; :
Tuan Doktorandus: Haji Mohammad Zuhdx,

" lahir di Yogyakarta, tanggal lima Agustus

seribu sembilanratus tigapuluh sembilanratus

. tigapuluh sembilan (05-08-1939), Warga
Negara: Indonesia, bertempat: tinggal di

Surabaya, Jalan Raya Kendangsari 81 kavling-

' 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,

Kelurahan Jemur Wonosan, Kecamatan_
Wonocolo, Pemegang Kartu Tandz Pcnduduk

‘Nomor : 12.5604. 050839.0001;- |

- 1" Tuan Doktorandus: Haji Achmad Maksmem,'
i -“Magxster Bussmess Admini

Publik of Admmtstranon, lahir di- Tuban,

stratmm, Master

tanggal enambelas Agustus seribu sembilan
ratus empat puluh dua (16-08- 1942), Warga

 Negara Indonesia, bertempat -tinggal di
'Surabaya, Jalan Nginden Intan “Sélatan S1,

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009,
Kelurahan Nginden Jangkungan,. Kecamatan
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i :‘,~;":'.."Snkomo, ‘Pemegang Kartu Tanda
nomor . 12.5621.160842.0001;

 Komisaris” ~*"  : Tuan Doktorandus Tari Soegijono lahir
AR Nl "'Lumajang, tanggal tujuh Juli seribu sembilan
 ratus empat pulub enam (07-07- 1946), Warga
Negara» Indonesia, bertempat tinggal di
- Sidoarjo, Jalan Pepelegi Blok L nomor. 1,
" Rukun' Tetangga 02, Rukun Warga 07,
- Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Peme-
- gang Kartu Tanda Penduduk nomor : 06141/
) PR e ,464’743‘ 2/98;

~ Komisaris .. . . i Tuan Doktorandus Slamet Supoyo lahir di
o U et P SRS e Surakarta _tanggal tigapuluh Juli seribu
oy TR sembﬂan ratus duapuluh empat (30-07-1924)
o o Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
o oy il Surabaya, Jalan Imam Bonjol 40, Rukun
: .Tetangga 002, Rulam Warga 012, Kelurahan
" Dekter. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Peme-
gang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5612/

300724 0001 .

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkumn dan ikut menandatangani akta ini serta
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemégano Saham yang pertama kali
diadakan, setelah Akta Pendirian ml mendapat pengesahan Menteri
- Kehakiman Repubhk Indones:a i

. 1L.. Direksi dan pegawa:i kantor Notans, bertempat tinggal di Surabaya,
baik: bersama—sama maupun. sendm-sendm dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini. kepada orang. lam dlkuasakan untuk memohon pengesahan
atas Angga:an Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan - dax_x/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin di perlukan.
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Demikianlah akta 1ini

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya
Lynda Kusumawardhany dan Nona Dyah Suhstyanmgsxh keduanya pegawi
kantor Notaris masing-masing dan berturut-turut bertempat tinggal di Sidoarjo
dan Surabaya sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para pcnghadap
dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani akta ini oleh para penghadap tersebut
saksi-saksi dan saya, Notaris. -

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tujuh tambahan

Asli sahih akta ini telah ditanda tamgani demgan semestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris di Surabaya

* R. SONNY HIDAYAT JULISTYO, SH

jab# yang berwenang,
OTA SURABAYA

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RIL
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